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TENTANG

PELIMPAHAII KEKUASAAI{ PESGELOLAATY KEUAI{GAIS DAERATI DARI BUP&?I
SELAKTI HEPALA DAERAII KSPADA KEPALA PERAHGI{A? DAERAH
DI LIITGK{JIYGAIV PSIVIERIII?AH I{ABUPATEIS HALMAHERA BARAT

$TBAGAI P3^JABA? PTMTGAIf G KEWEITATTGAIS
KUASA PTITGGUITA AITGGARAJT

?AHU$ AI{GGARAN 2A23-

BUpATI HALnfiAITERA BARAT,

&{errimbang : a. bahr,r'a untrik kelancaran Pengelolaan Keuangan l)aerah dalau
rangka pelaksanaan Anggaran Penrlapatan dan Belary'a rlaerah
Kabupaten Halnlahera Barat Tahun Anggaran ZOZ1, maka
trerdasarkarr Pasai 4 ayat- (3) dan a-vat (4) huruf c peraturan
Pernerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang pengelolaan Keuangan
Dar:rah dan Peraturan Menteri Daiarn Negeri Nomor 77 Tahun
20'2$ tentang Pedarnan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
Bupati Selaku Kepala Daerah setragai Femegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Daerah perlu rnelirnpahkan Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan dimaksud kepacla Kepala perangkat
Daerah di l-ingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera R*rrat
setragai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Penggr_rna Anggaran
dalam pelaksanaan tug4as pokok dan fungsi perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimarra dimaksurl huruf
a? perlu ntenetapkan l(eputusan Bupati tentan{ pelimpahan
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan l)aerah dari Bupati Seiaku
Kepala l)aeruth kepada Kepala Perangkat lJaerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupater: I{alma}rera Barat sebagai I}ejabat
Pemegang Kervenangan Kuasa Pengguna Anggaran Tahurr
Anggaran 2023.

Mengingat. : 1. Unclang-unrtrang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetal:an
Unclang-unclang Nomor 23 llarurat Tahun 1957 tenti:ng
Ilernbentukan Daerah-rlnerah Sn atantra Tingkat II Dalarn l,Viia_vah
Daerah Srvatantu'a Tingkat I Maluku menjadi Unrlang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun Wqq bntang Pembentukan
Frovinsi Maluku Utara, Kabupaten Bu::u clan Kabupaten Maluku
'lenggara E3arat, Setragaimana Teiah DiuLrah l)engan Undang-
undang Nornor 6 Tahun 2000;

3. Llndang-unrlang Nornor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupat.en llalmahera Utara, Kabupat"en Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur clan
Kota Tidore Kepulauan di Provjnsi Maluku Utara;

4- Unrlang-undang Nornor 17'lahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. undang-undang Nomor 1 Tahun '2$O4 tentang Pertrenclaharaan.

Negara;
{1. Undang*undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang Periiakrangar

Keuangan antara Pernerintah Pusat ctran Daerah;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 t.entang Aparatur Sipii

Negara;
8. Undang-undang Nomor '23 'lahun 2A14 tentang Pemerintahan

Daerah;
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q. Peraturan Pemerintah Nomor s5 'lahun z00s tentang Dana
Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201!) tent.ang pengelolaan
Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7z rahun zaza tentang
Pedoman Teknis Pengeiolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Atas
Perat-uran Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 0 Tahun
'2a16 tentang Pemlrentukan dan susunan perangkat ]faerah
Kabupaten i{almahera Barat;

13. Peraturan lJaerah Kabupat-en l-Ialmahera Flarat Nomor 2 Tahun
2A'22 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah;

l -1. Peraturan Daerah Katrupaten Halmahera Barat Nomor Tahun
2422 teritang Anggaran pendapatan dan Belanja Ilaerah
Kabupaten i{almahera }Jarat Tahun Anggaran ,ZAIB;

15. Peraturan r3upati Flalrnahera iJarat Nomor Tahun 2a2,2 tentarrg
Penjabaran Anggaran penclapatan clan tselanja Daerah Katrupatei
Hahnahera Rarat Tahun Anggaran ,ZOZ3"

I}IEII{UTUSKAN:

: Melimpatrkan Kekuasaan pengeloiaan Keuangau l)aerah rlari
Rupati selaku Kepala l)aerah kepada Kepala perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah KaLrupaten Halmahera Barat
sebagai Pejabat Pemegang Kewenangan Kuasa Fengguna Anggaran
Tahun Anggaran 2A23.

: Pelimpahan sebagaimana ciimaksuri Dikturn Kesatu, Kepala
Perangkat Daerah bertugas :

il. Menyusun RKA-SKPD;
b. Men3'usun DPA-SKPD:
c. Melakukan tindakan -yang mengakiLratkan perrgeluaran atas

beban Anggaran Belaqja;
d. Melaksanakan anggaran SKPD -yang dipimpinnva;
e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkar.r

pembavalan;
f" Meiaksanakan pernungutan retr-ibusi daeratr;
g. Mengadakan ikatiln/perjanjian ke4'asama dengan pihak lair:

daiarn batas Anggaran _yang telah ditetapkan;
h. Menandatangani SIIM;
i. Mengeiola utang dan piutang yang men-iadi tanggung jaix,at:

SKPD )'ang riipirtpinnya;
j. Menvusun ilan urenyampaikan lapor.an keuangan SKPD ).ang

dipimpinnya;
k. Mengawasi pelaksanaan Anggaran SKpt] yang clipimpinn-ya;
i" Menetapkan PPTK dan PPK SI(PD;
m. fulenetapkan irejabat lainnya daiam sKpD yang dipimpinnva

dalaur rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
n. Bertanggung.jawab atas pelaksanaan tugasn3ra kepacln Kepala

Daerah melalui Sekretaris Daerah.

: Pelimpahan seiragaimana rlimaksud iliktum Kesatu. Kepnla
Perangkat Daerah diberi we\,,enang untuk:
a. Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan

benven*rng melaksanakan fungsi tata keuangan
Keria Perangkat lJaerah {SKPD};

t). Menunjuk Pejatrat Petraksana Teknis Kegiatan (ppl'K} yang
berrvenang melaksanakan satu atau beber:apa kegiatan dari
suatu program sesuai birlang tugas pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah {SKPD};

(PPK) -vang
pada $atuan
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c. Menunjuk lrejabat -vang benruenang rnenandatangani Surat
Bukti Pemungutan Pendapatan l)aerah.

d" Menunjuk Pejaliat yang berwenang menandeitangani Surat
Ilukti Pemungutari Pendapatan Daerah;

e. Menunjuk Pernbantu Bendahara penerimaan dan pembarrtu
Bendatrara Pengeluaran.

tsenunjukan rlan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kesatu, tetap berpedoman pacla ketentuan peraturan
Pemerintah Nomor 12 'rahun Zaw tentang pengelolaan l{euangan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7T Tahun
2o2o tentang Pedoman Teknis ltrenge1olaan Keuangan l)aerah dan
ketentuan PerLrnrlang-undangan lainnya.

Pelimpahan sebagaimana maksud Diktum Kesatu para Kepatr*
Ferangkat I)aerah bertanggungjain'ab penuh atas pengeraiaar:
Keuangan pada ilerangkat Daerah yang dipimpinnya sesua.i
ketentuan peraturan pemndang- und*rngan -yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pacia tanggal :

Jailoio
7J 2A'23

BUPATI I]ARAT,

JAIVITS UAIVG
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?lemlnsan : disampaikaa kepada Yth;

1" Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2- Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangaa Perwakilan Maluku Utara di Terrrate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. tlaJmahera Barat di Jailolo,
*. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
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Ass. Eiri. L,ko. & Pembangr:nan

Kabag. Hr.rkum & Orgs
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